
 
 

ABSTRAK 

 

Penelitian ini berjudul pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak 

pidana penimbunan obat terapi Covid-19 berdasarkan undang-undang nomor 36 

tahun 2009 tentang kesehatan. Penimbunan terhadap obat-obatan  merupakan 

suatu hal yang dilarang baik dalam peraturan perundang-undangan Indonesia 

maupun dalam hukum Islam, terlebih lagi perbuatan tersebut dilakukan pada masa 

pandemi Covid-19 tentunya dapat menimbulkan kesengsaraan dan kerugian dalam 

masyarakat. permasalahn yang diangkat dalam penelitian ini adalah 

pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana penimbunan obat terapi 

Covid-19. Adapun rumusan masalah yang diangkat pada penelitian ini adalah 

bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana 

penimbunan obat terapi Covid-19, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap 

pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penimbunan obat terapi Covid-

19. 

Adapun tujuan daripada penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 

pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penimbunan obat 

terapi Covid-19, serta mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap 

pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penimbunan obat terapi Covid-

19. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian normatif 

atau yang sering disebut library research, penelitian normatif merupakan 

penelitian kepustakaan yang mendeskripsikan, serta menguraikan semua masalah 

yang ada menggunakan sumber informasi dari berbagai buku-buku, skripsi, jurnal 

dan lain sebagainya. 

Adapun hasil daripada penelitian ini dapat diketahui bahwa 

pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penimbunan obat 

terapi Covid-19 adalah: dapat dipidana berdasarkan Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dengan ancaman 

pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 

1.000.000.000, 00 (satu miliar rupiah). Selain itu pelaku juga dapat dikenakan 

Pasal 107 jo Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang 

perdagangan dengan ancaman pidana selama 5 (lima) tahun dan/atau pidana 

denda paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). Adapun 

tinjauan hukum Islam terhadap pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana 

penimbunan obat terapi Covid-19 adalah: dapat dikenakan hukuman ta’zir, yaitu 

hukuman yang didalamnya mengandung sifat pengajaran sehingga diharapkan 

dapat memperbaiki pola hidup pelaku, dan penentuan hukumannya diserahkan 

kepada pemerintah ataupun penguasa setempat.  
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